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WALI KOTA BONTANG 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN WALI KOTA BONTANG  

NOMOR 11 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK 

BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BONTANG,  

Menimbang  : a.  bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di 

Kota Bontang, perlu memberikan perlengkapan sekolah 

bagi peserta didik baru pada satuan pendidikan jenjang 

pendidikan dasar;  

b.  bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program 

prioritas pemerintah daerah sebagaimana tercantum 

dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Bontang Tahun 2021-2026, yaitu pemberian perlengkapan 

sekolah bagi peserta didik baru pada satuan pendidikan 

jenjang pendidikan dasar;  

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Perlengkapan 

Sekolah bagi Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan 

Jenjang Pendidikan Dasar;  

 

SALINAN 
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Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3962);  

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang  Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757);  

  
  

 
MEMUTUSKAN: 

 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA  TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 

PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK BARU 

PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR.  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM  

  

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:  

                           1.  Daerah adalah Kota Bontang.  

                           2.  Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.  

                           3.  Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom Kota Bontang.  

                           4.  Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang pendidikan.  

                           5.  Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang 

dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah 

yang jenis, model dan warnanya sama dan berlaku secara 

nasional.  

                           6.  Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan 

yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, 

nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis 

pendidikan.  

                           7.  Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada setiap jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan.  

                           8.  Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur 

pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah, yang diselenggarakan pada satuan 

pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi 

satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan 

pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama 

dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang 

sederajat.  
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                           9.  Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya 

disingkat SD/MI adalah salah satu bentuk Satuan 

Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 

umum pada jenjang Pendidikan Dasar.  

                           10.  Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah 

yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu 

bentuk Satuan Pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 

Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk 

lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang 

diakui sama atau setara SD.  

  

Pasal 2 

  Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman 

dalam pemberian perlengkapan sekolah bagi Peserta Didik 

baru pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar.  

  

BAB II 

PEMBERIAN PERLENGKAPAN SEKOLAH  

  

Pasal 3 

                           (1)  Pemerintah Daerah memberikan perlengkapan sekolah 

kepada Peserta Didik baru pada Satuan Pendidikan 

jenjang Pendidikan Dasar di Daerah.  

                           (2)  Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan Peserta Didik yang diterima melalui seleksi 

penerimaan Peserta Didik baru pada tahun ajaran baru.  

                           (3)  Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

    a.  SD/MI; dan  

    b.  SMP/MTs.  
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Pasal 4 

  Perlengkapan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) berupa:  

                           a.  Pakaian Seragam Nasional;  

                           b.  tas;   

                           c.  sepatu;  

                           d.  buku mata pelajaran; dan  

                           e.  alat tulis.  

  

BAB III 

PELAKSANAAN  

  

Bagian Kesatu 

Perencanaan  

  

Pasal 5 

  Dinas menyusun rencana pelaksanaan pemberian 

perlengkapan sekolah bagi Peserta Didik baru pada Satuan 

Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar.  

  

Bagian Kedua 

Pendataan  

  

Pasal 6 

                           (1)  Satuan Pendidikan melakukan pendataan jumlah Peserta 

Didik baru yang diterima pada tahun ajaran baru.  

                           (2)  Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Dinas.  

                           (3)  Dinas melakukan verifikasi dan validasi hasil pendataan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  
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Pasal 7 

                           (1)  Hasil pendataan yang telah diverifikasi dan divalidasi, 

diusulkan kepada Wali Kota oleh Kepala Dinas untuk 

ditetapkan sebagai penerima perlengkapan sekolah.  

                           (2)  Usulan data calon penerima sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui 

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dilengkapi 

dengan surat permohonan penetapan Keputusan Wali 

Kota dan rancangan Keputusan Wali Kota.  

                           (3)  Setelah menerima surat permohonan dan rancangan 

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Wali Kota menetapkan penerima perlengkapan 

sekolah bagi Peserta Didik baru pada Satuan Pendidikan 

jenjang Pendidikan Dasar di Daerah.  

  

Bagian Ketiga 

Pengadaan  

  

Pasal 8 

                           (1)  Pengadaan perlengkapan sekolah dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dibidang pengadaan barang/jasa.  

                           (2)  Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberdayakan pelaku usaha mikro di Daerah.  

                           (3)  Pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disesuaikan dengan jenis pengadaan perlengkapan 

sekolah.  

  

Pasal 9 

                           (1)  Penyedia yang terpilih untuk melaksanakan pengadaan 

perlengkapan sekolah melakukan pendataan ukuran 

pakaian dan ukuran sepatu kepada Peserta Didik baru 

yang telah ditetapkan sebagai penerima perlengkapan 

sekolah.  
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                           (2)  Pelaksanaan pengukuran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikoordinasikan dengan Kepala Satuan 

Pendidikan.  

                           (3)  Penyedia menyediakan perlengkapan sekolah 

berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1).  

  

Bagian Keempat 

Pelaksanaan Penyaluran  

  

Pasal 10 

                           (1)  Perlengkapan sekolah yang pengadaannya dilaksanakan 

melalui tender diberikan oleh Kepala Dinas kepada 

Peserta Didik baru melalui Kepala Satuan Pendidikan.  

                           (2)  Perlengkapan sekolah yang pengadaannya dilaksanakan 

melalui penunjukan langsung diberikan oleh Kepala 

Satuan Pendidikan kepada Peserta Didik baru.  

                           (3)  Penyaluran perlengkapan sekolah disertai dengan berita 

acara dan tanda terima.  

  

BAB IV 

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN  

  

Pasal 11 

                           (1)  Dinas melakukan pemantauan dan pengawasan 

pemberian perlengkapan sekolah bagi Peserta Didik baru.  

                           (2)  Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan pada:  

    a.  Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan pengadaan 

dan penyaluran perlengkapan sekolah; dan  

    b.  Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat terhadap pelaksanaan penyaluran 

perlengkapan sekolah.  
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BAB V 

PELAPORAN  

  

Pasal 12 

                           (1)  Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan 

pengadaan dan penyaluran perlengkapan sekolah kepada 

Dinas.  

                           (2)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 

dengan bukti serah terima barang dan salinan bukti 

pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

                           (3)  Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat menyampaikan dokumen asli bukti serah 

terima barang kepada Dinas.  

  

Pasal 13 

  Kepala Dinas menyampaikan laporan pemberian 

perlengkapan sekolah bagi Peserta Didik baru kepada Wali 

Kota melalui Sekretaris Daerah.  

  

BAB  VI 

PEMBIAYAAN  

  

Pasal 14 

  Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.  

  

BAB  VII 

KETENTUAN PENUTUP  

  

Pasal 15 

  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang. 
 

 

  
  

 
Ditetapkan di Bontang   

 
pada tanggal  9 Mei 2022 

 
WALI KOTA BONTANG,   

  
  

 
             ttd   

  
  

              BASRI RASE  

  
  

Diundangkan di Bontang 
  

  

pada tanggal 9 Mei 2022  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG, 

        

                       ttd       

   
  

  AJI ERLYNAWATI  
  

  

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2022 NOMOR 11  

   
  

   
  

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 

 

 

Muhammad Syaifullah, SH, M.Si 
NIP.197404112000031001 

 
 

 

 


